PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 7 TALUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MATIA BSA

BOPATI TOBA SAMOSIR ]

'.‘ Menimbang @ a. bahwauntuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat
Peraturan Dera serta mel akukan pengawasan (erhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, seb:igaimana dimaksud pada pasal 104 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa;

b.  Dbahwa sesuar dengan ketentuan pasul 42 ayat (1) Keputusan Menteri
Dalan Negeri Nomor 64 Talivn 1999 tentang Pedoman Ehnum Pengaturan
Mengenai Desa maka Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu
ditetapkan dengan suatn Peraturan Daerah. ; '

1 Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tubun 1998 tiznlang Pe lllhunlukan}’abupaten |
Daerah Tingkat 1l Toba Samosir dan Fabupaten *Daerah Tingkat 11
Mandailing Watal (Lembaran Negara Tal un 1998 Nom(rr 188, Tambahan
Lunb..meegaJ.LNon'ox 3794);

l 0 {
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penjerintahan Daerah
(Lembaran Negaia Tahun 1999 Nower 60, Tambahan T.embaran Negara
Nomor 3839) ; ' C
3. Undang-undang Nomor 25 Tabun 1999 fenlang Perimmbangan Keuangan ,"
antara Pemerintal Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999,

Nomor 72, Tauibahan Lembaran Negara 3348); |

to

4 . Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 (eularg Iekm;, Penyusunan
Peraturun Perundang-undangan dan Bentuk lecangdq Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

: i

5. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 4 Tahpun 1999 lentang
Pencabutan beberapa Pevatiran Menteri Dalam Negeri, Instruksi Meunteri
Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang- undang Nomor 5 Tahun
1979 (entang Pemerintahan Desa;

6 . Keputusan Menteri Dalum Negeri’ Nowmor 63 Tahun 1999 tentang
Petunjulc  Pelaksanaan  dan Penyesnaian  Peristilahan  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 64 }I‘uliun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; } N
I’ 0
8. Keputusan Menteri Dalam Negert Nowor 65 ‘Tahun 1999  tentang
Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.




9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 fentang
Orgauisast dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

. Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

|
MEMUTUSKAN ;
|

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ]()B}\ bAM()bIR ]iNFAN(]
| PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA. J

RAB I
FETENTUAN UMUM | |
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Bupati adalah Bupati Toba Samosir; .

b, Desa adalah kesatuar masyarakat hukuin yang memiliki Luwumngan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat seteinpat berdasarkan asal usul, -adat l§(lﬂ(ldl yang diakut
dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Toba Samosir,

¢. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa -
dan Badan Perwakilan Desa;

d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD) adalah Badan Pérwakilan yang tecdiri
alas pemuka-pemuka masyaakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenpearaan Pemerintahan Desa. '

BAB TI
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Tujuan Pembentukan BPL adatah untuk memperkual Pemerinlahau Desa serta merupakan
waliana untuk melaksanakan Demolkaasi berdusawkan Pancasila di Desa.

Pasal 3 I |

(1) Pembentukan Keanggotaan EPD dimusyawarahkan/dimutakati olel Kepala Desa dengan
Kalangan adat, Agamu, Ovganisasi Sosial Politik, Golongan profesi dan unsur-unsur pemuka
masyarakal Desa yang bersunglontan. ~

(2) Jumlaly Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang beman;,kuldn
dengan ketentuan : i
a. Jumlah penduduk sampat dengan 1500 jiwa, 5 orung unggota; i
b. 1501 S'lmpm dengan ZOOOJI\V¢., 7 orang anggota, -
¢. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
e¢. Lebih dari 3000 jiwa 13, orang angeota.

(3) Jumlal Anggota BPD sebagaiinana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Desa
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Pasal 4 [ '

§ Untuk dupal dipilih menjadi anggota BPD udalah penduduk Desa wirga megara Republik
Indonesia dengan syarat-syarat \ ;

2. Bertaquu kepada Tuhan Yang Muha Esa: ! f
b. Selia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dusar 194 5; !
¢. Tidak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dalam l(u,gmmn ydng mengluanau
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , G30 S/PKI dan atau vam!‘u; organisasi
] terlarang lainnys,
d. Berpendidikan sekwrang-korangnya  Sekolah  Lunjutan Tingkal Pertama dan  atau
berpengetalivan sederajat; '

33 e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
b 1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Nyata-nyata tidak telganggu_ji\wu’inga(mmya;
h. Berkelakuan baik, jujur dan adil; f

1. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

). Terdaftar sebagai Penduduk Desa vang busangl utan secara sal dan berteppa lmggdl tetap

di desa yang bersangkutan sekurang-kwangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pemilihan

4 anggota BPD dengan tidalk terputus-putus; -

8 k. Tidalk dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadifan yang l;lnenmunyui kekuatan
Hukuin yang tetap; ‘

8 1. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat, |

i m. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota dan Pimpinan BPD:,

n. Memenuht syaraf-svaral lain vang sesuai dengan adat-istiodat yang diatur dalam Peraturan
Daeraly,

Pasal § :

Anggota BPD dipilih dari calon yang diajukan clel kaiangan Adat, Agama, Organisasi Sosial
. Politik, Gabungan Profesi dan unsur Pemuka-Masyarakal lainnya yaug menvenuhi persyaratan
B sebugaimana yang dimaksud pada pasal 4.

BAR 11
FEDUDUKAN DAN FUNGSI :
Pasal 6

(1) BPD sebugai Badan Perwakilun yang merupulcan walwse untuk meluksunakan Demokrusi
berdasarkan Pancasila.

(2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dart Pemerintah Desa.

>asal |

(1) BPD mempunyai fungsi : [' ‘ ‘

a Menjuga kelestarian Adat-Istiadat yany hidup dan berkembang di desa sepayang .
menunjang katangan Pembangunay; ll , ,

b. Legislasi yaith  merumuskan  dan  menetapkan  Peraturan  Dega . bersama-sama.
Pemerintahan Desu; '

¢. Pengawasan yailty melipuli pengawasan terliadap pelalsanaan Peraturan Desa, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desg, : ‘

d. Menampung aspirasi masyarakar yaitu menangani dan menyalwkan aspirasi yang,
diterima dari masyarakal kepada Pejabat alan Instansi yang berwenung,,

|
f !
|
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(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Tata Tertib BPD.,

Pasal 8
(1) Bentuk Kepengurusan BPD terdiri dari

a. Pimpinan BPD terdirt dan Fetua dan Wakil Kelua;

b. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebanyak- bduynkuya 2 (dua) orang
sesuai dengan jumlah anggota BPD;

¢. Pimpinan BPD sebagimany d-makbud datam ayai Thurofa dipitily dari ‘dan oleh Angg,ola
BPD secara langsung dalain Rapat BPD yang diadakan secara khusus;

d. Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin olel Anggota tertua
dibantu oleh Anggota termuda,

(2) Dalam pelaksapaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretaris BPD,

(3) Sekretariat BPD, dipimpin seorang Sekrotaris dibantu oleh Staf sesual dengan ketentuan yapg
diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari perangl'fat
dega. :

{

Pagsal 9

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan
perangkat Dega.

BAB 1TV

|
PEMILIFIAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA,
: |

Pasal 10

(1) Nama-naina Bakal calon Anggota BPD vang dipililh dan telah memg':nuhi peréydramn
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Desa menelapkan calon Anggota BPD yang
berhak dipilih dalam Keputusan Kepala Desa. .

oo - g o ] orL s '

(2) Untuk pelaksanaan pemilihan anggola BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

Panitia Pemilihan BI'D. . j l

(3) Nama-nama calon yang ditetupkan sebaguinana dinmaksed dalam ayat 1 (hb‘unpmkqn l(epaddi

yang bersangkutan. | i

C |

(4) Kepala Desa berswna-samma dengan kalangan Adat, Agama, Orgamisasi Sosial Politik, |

Gabungan Profest dan unsur Pemuler Masyaralkal mengadakan rupal mugyawaral/mutakat .
untuk menetapkan waktu pelaksanaan pemilihian calon anggota BPD. '

l

!
Pasal 11 :
|
(1) Pemilihan calon anggota BPD yang berhak dipilih dan dilaksanakan dalam rapat pemtlihan
anggota BPD yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu Selaetaris Desa depgan dihadiri para
calon anggota BPD, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan’ pemuka-pemuka
- masyarakat, '
(2) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, judul
dan adtl,

(3) Pada saat pemilihan anggota BPD dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada
dilempat yang telah ditentukan untuk mengikuii peluksunaan pemibiban. | I
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BAB V

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA BADAN PERWAFKILAN DESA
Pagal 12

(1) Setelah pelaksanaan Pemilihan anggota BPD selesai, Kepala Dese membuat dan menanda
tangani serta membacalkan Berita Acara hasil pemilihan, /

(2) Dalam hal pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka untuk
menetapkan calon terpilih Kepalp Desa menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa
dilengkapi dergan Berita Acara Pemilihan,

(3) Keputusan Fepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada Pejabat
yang berwenang.

BAB VI |
|
|

PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 13
.. 1
(1) Kepengurusan BPD yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 disahkan oleh Bupati. ‘

(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertaku sejak tanggal pelantikan,
|

b (3)Kepada Pimpinan dan Anggota BPD pada saat pelantikan diberikan Petikain  Keputusan |
Bupati. ! ‘

l i
($)Anggota BPD yang bersungkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang;(hl;mmuk olehnya.
(5) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 , anggotd BPD bersangkutan
- bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dibadapan Bupati atay
Pejabat yang dihunjuk untuk itu dan dihadiri elel perangkat desa dan penmuika-pemuka
masyarakat setempal. :

Pasal 14

(1) Pelantikan Anggota BPD diluksanakan tepat pada akhir masa keanggotaan BPD yang
bersangkutan dan ditetapkan sebagai langgal pelantikan, .

(2) Apabila pelaksanaan Pelantikan Kepengurusan BPD jatuh pada hari libur; maka pelantikan
dilaksanakan sehart setelah hari libur.

Pasal 1S

(1) Anggota BPD adalah mereka yang diresmikan keanggoloannya idan telah  diambil
sutnpalvjanji oleh Bupati atay pejabal yang dilwnjuk. s

| -

{2) Anggota BPD yang belum diambil sumpali/janjinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan anggota BPD- pengganti antar wak(u diambil sumpalyjanji oleh Ketua BPD yang
Lersanglkutan.
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(3) Susunan Kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:

Kesatuan Republik Indonesia”

BADB VII

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan fungsinyas BPD mempunyai tugas dan wewenang :

TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

(

“ Demi Allah (Tulian), saya bersumpali / berjanji balwwa saya akan mcn{cnuhi kewajiban
saya selaku Anggota Badan Perwakiian Desa dengan sebaik-baiknya) sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam '
mempertahankan Pancasila sebagai Dasw Negara; dan bahwa saya mkau menegakian
kehidupan Demokrasi dan Undang- Unddng Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta
segala Peraturan Perundang- undang'm yang berlaku bagi Desa, Ddcmh dan Negma

ingngamalkan  dan

a  Membahas rancangan peraluran BPD bersama-sama dengan Fepala Desa;
b. Melaksanakan peuncalonan dan pemilihan Kepala Desa dalum I\cducluk(mnya sebagai

anggola panitia telinis pemilihun Kepala Desa;

¢. Menampung dan menyalurian aspirasi masyarakat di desa yang lms‘mgl\ulan

. Memberikan pertimbangan terhadap calon perangkat Desa yaitu unsur Staf dan Kepala
Urusan, unsur pelaksana (wrusan Pamong Toani Desa) dan wusan keamanan serta unsur
wilayah pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa/Fepala Dusun;

e. Menilai keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa;

£ Menilat pelaksanaan peraliran Desa;

g Menyampaikan swanpertimbangan kepada Kepala Desa.
Pasal 17

BPD mempunyai Hak sebagat berikut ;

2. Menjadi Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Fepala Desa;

b. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapal BPD;
¢. Meminta pertanggungiawaban Hepala Desa;
" d. Menilai keterangan pertanggung jawaban Kepata Desa;

Jagal 18

(1). Anggota BPD berhak menerima nang rapat sesual dengan ketentuan/kemampuan keuangan

desa.

(2) Uang Rapat anggola BPD sebagaimana dimuaksud dalan ayat | dialas ditelapkan setiap

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasai 19

|
'
1
|

(1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesnai dengan kemampuan kenangan desa

yang dikelola oleh Selaelaris 131D,

(2) Biaya scbagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.
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Pasal 20 :

&5rD berkewajiban :

Menghadiri rapat; '
Menjaga kelancaran dan keteriban jalannya rapat;
Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat desa,
Memperhatikan sungguli-sungguh kenyataan yang ludup dan ber keml)‘mg adat-istiadat dan
kondisi sosial budaya dalam masyarakat desa.

BAR VIII
TATA CARA RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Pasal 21

(1) Rapat BPD diadakan dalam rangka penetapan peratwan desa yang mengatur mengenai
pungutan desa, yang bersifat insidentil Pemilihan Desa, penyampaian pertanggung jawaban
Kepala Desa dan lain kebijaksanaan Kepala Desa terlebiiy dahulu harus dimusyawarahkan.

(2) Penentuan waktu rapat BPD diadakan menumt kebutuhan sekurang-kurangnya satu kall
. dalam getahun.

(3) Rapat BPD dapat dilaksanakan pada Lari yang dilentukan atau pada s»lmp hari sesuai dengan
}  kebutuhan dan situasi masyarakat desa setempat.

[ (4) Rapat BPD dipimpin olel Ketua dan Wakil Ketua Budan Perwakilan Desa.

(5) Dalam hal Kepala Desa wmemberikan pertanggung jawaban, rapat dipimpin oleh Fetua atau
Wakil Ketua dibantu olel Sekeretaris BIPD dan (hhamn oleh selurin anggota BPD, perangkat
desa dun Lembaga Kemasyarakatan lamnys yang tidak duduk sebagal anggota B,PP,
berfungsi sebagai peninjau. |
Pasgal 22
Dalam pelaksanaan rapat BPD, perlu diatur dengan Tata Tertib

Sebelum rapat dimulai, setiap angota BPD wajib menanda tangani daflar hadir yang telal
disediakan;

Rapat dimulai dan dibuka olehi nmpnmn rapal jika daflar hadir telah ditanda tangani oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota; ]

Anggota yang lidal: menanda t‘mgjam daflar hadir apabita akan meninggalkan ruangan rapat
harus mendapat izin dari pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalaunya rapat.

Pasal 23 |

Dalam melaksanakan b gas dan fungsinya BPD menetapkan peraluran {entang ialu Tertib BPD
dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati. : : '

Pagal 24 Co

{1) Apabiia pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan y‘ung tidak layak dan !

mengganggu ketertiban atau mengamurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak |

sesnai  dengan peraturan  perundung-undangan  yang  beriaku, inaka, pimpinan’ rapat f
memperingdtkan supaya pembicara tertib kembali. [
|
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.
(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pimpiuani rapat memberikan
- kesempatan kepada pembicara untuk meralat kembali perkataan-perkataan  yang
mengakibatkan ia diberi peringatan dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut, maka
perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara karena dianggap tidak pernah
diucapkan.

(3) Apabila seseorang perflb"ceun tidak memenuhi peringatan prupinan rapat sebagatmana
dimaksud dalam ayat 2 pimpinan rapat menghentikan yang bersanglutan, untuk meneruskan
pembicaraannya.

(4) Apabila. peningatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak (llmdahkdn Pimpinan rapat
dapat mengambil tindakan seperlunya untuk kelancaran rapat, maka untuk tertibnya jalannya
rapat, Pimpinan rapat menskors sanpai dengan walktu yang ditentukan.

i
(5) Setelah skors dicabut dan rapat dibuka kembali Pimpinan rapat inenjelaskan pokql\
permasalahan yang dibahas semula,

Pasal 25

(1) Dalam hal plmpman rapat berpendapat baliwa pembahasan masalah telah dianggap cukup,
maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.

(2) Pokok-pokok kesgimpulan rupat sebagatmana dimaksud dalaim ayat (1) T'Jiatas, ditetapkan
sebagaimana keputusan rapat. ,
!

(3) Fleputusan rapat dimaksud ayat (2) diatas dibacakan oleh Pimpinan rapat atau Sekretaris aas
perintab Pimpinan rapat. |

| .
(4) Jalannya rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan 25 dialas selambat-lambatnya 3
(tiga) hari setelah selesai rapat diusulkan dalam bentuk risalah atou berita acara yang
memuat : s

a. Hari, tanggal dan tempat vapat,

b, Acara rapaf;

c. Daftar hadir anggota dan peninjau rapat,

d. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam rapat,
e. Hausil keputusan rapat. .

Pusal 26 !
|

' . I ' .
Berita Acara rapat sebagmimona dimaksud dalumm ayat (1) dijadikan dasar penetapan
kebijaksanaan selanjutnya. ) 5

AR IX
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
Pasal 27

(1) Pumpinan dan anggola BPD yang dituduh dan tersangkut dalam suatu tmdal\ |u(l¢um, atas usul
Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.

'~ (2) Pemberhentian sementara ditetapikan dengan Keputusan Bupati.

. . ) . | o
(3) Selama pimpinan dan anggota BPD dikenakan peniberhentian sementira,’ maka pekerjaai
sehari-hari dilaksanakan oleh duri anggota yang diangkal oleh Bupati. Lo
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(4) Apabila Lerdasarkan pewberitabuan dari Penyidik  Umom  atau  berdasarkan  Putusan
" Pengadilan tingkal pertama dinyatakan bahwa pimpinan dan anggota yang bersangkutan
tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mengusulkan untuk
mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara, dengan tembusan kepa.d:a
Camnat. ;
(5) Apabila berdasarkan putusan penpaditan tingkat pertama terbukti nielakulan perbuatan yang
dituduhkan sedang pimpinan dan anggota yang bersangicutan melakukan upaya banding,
muku selambat-lambalnys 1 (satu) tahun sejuk putusan pengadilun tingkat pertama upaya
banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan agar pimpinan dan anggota yang
bersangkutan dibertientikan, dengan tembusan kepada Camal.

Pasal 28 |

| o |
Pimpinan dan an.zgom BPD berhenti atan diberhentikan oleh pejabat yang bg. wal 1ang karena :

2 Meninggal dunia; :

b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; {

¢. Berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik pimpinan dan anggota vy barw;

d_\ Tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam pasal 4 Peraturan Daerali ini (qq.% alau melanggar

i sumpal/janyi; )

| . Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undasigan

yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;

Pagal 29

|
1
l
Pemberhentian Pimpinan dan anggota BPD sebagaimanu dimaksud (I.sl.unll) ,; al 27 dilukukan
oleh Bupati alas usul Fepaia Desa [
[
! |

Pagsal 30

Masa keanggotazn BPD adalalh lima tabun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa
keanggotaunnya berakhir,

BAB X

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Yasal 31 |
.
Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu yang meninggal (llmm,aluu tidale lagi
bertempat tinggal di Desa yang bersanglatan dilakukan olel Fepala Desa yang menjabat pada.
waktu itu, nelalui musyawarah antara [Zepala Desa dengan BPD. 3 g

Pasal 32

-

Penggantian anggota dan pimpinan BPD antar waktu sebagaimana tersebut pada'Pasal 30 diatas,
diluporkan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Cunal.
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BADB XI {
|
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD’

Pasai 33 i
(1) Anggota dan Pimpinan BPD yang melalaikan tugasnya sehingga mer ug:kwl Negara, Daerah ‘
dan Masyarakat Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pember hentian |
sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Anggota dan Pimpinan BPD yang melakukan perbuatan yang bertentangan deng,‘m ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan ber kembang
dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan dapat ‘dikenakan tindakan
Administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberheptian oleh Pejabat
yang berwenang. i

Pasal 34

(1) Bagi Anggota dan Pimpinan BPD ynag tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampat
dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka dihunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk
menjalankan hak wewenang dan kewajiban sebagai anggota BPD. '

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
bahwa anggota dan pimpinan dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya, maka Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari
keanggotaannya dan menetapkan anggota BPD.

BADB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedonian
bagt penyusunan Peraturan Desa tentang pembentukan BPD. |

: 'l

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pembentukan BPD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatwr dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan
Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

|
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¥ Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahikan pengundungan P rzu':ur'.ul Daerah 1

, deu_gm'u penempatannys dalam Lembaran Daeralt Kabupaten Toba Satnosir, : : '
. [ '

Ditetapkan di - Balige |

paca tanggal 8 Agustus, 2000

BUPATL TOBA SAMOSIR
Cap/dl Q‘

i

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

|

FDiundungkan di Balige '
Pada tanggeal 9 Agustug 2000 : |
|
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